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ABSTRAK 
 AKHWANI (B111 10 909) dengan judul “Asas Praduga Tak Bersalah 
(Presumption Of Innocence) Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme”. 
Dibawah bimbingan (Slamet Sampurno) sebagai Pembimbing I dan (Nur Azisa) 
sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas 
praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme di indonesia 
dan mengetahui prosedur penanganan tindak pidana terorisme sehingga 
memenuhi asas praduga tak bersalah. 
Penelitian ini dilakukan di Polda Sul – Sel. Data yang diperoleh dari data 
primer dan skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan 
wawancara, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah 
secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan asas praduga 
tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme belum berjalan efektif, 
karena dalam proses peradilan perkara terorisme, ada beberapa kendala yang 
dapat menghambat upaya penerapan asas praduga tak bersalah, yaitu pada 
tahap penangkapan seringkali terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang 
dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat 
disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka 
tersebut dan pada akhirnya melanggar asas praduga tak bersalah. 
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ABSTRACT 
 
AKHWANI (B111 10 909) under the title "Presumption of Innocence 
Principles in the Handling of Criminal Acts of Terrorism". Under the guidance 
(Slamet Sampurno) as Supervisor I and (Nur Azisa) as Supervisor II. 
This study aims to find out how the implementation of the principle of 
presumption of innocence in the handling of terrorism in Indonesia and know the 
procedure of handling terrorism crime so that it meets the principle of 
presumption of innocence. 
This research was conducted in Polda Sul - Sel. Data obtained from the 
primary and secondary data using data collection and interview techniques, then 
processed and analyzed based on qualitative problem formulation. 
The results of this study indicate that in the application of the principle of 
presumption of innocence in the handling of criminal acts of terrorism has not 
been effective, because in the process of judicial cases of terrorism, there are 
some obstacles that can hamper efforts to apply the principle of presumption of 
innocence, namely at the stage of arrest often occur resistance from the suspect 
Is deemed to jeopardize the safety of law enforcement or the surrounding 
community so that repressive action against the suspect must be done and 
ultimately violates the presumption of innocence. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah; kekuatan jiwa 
hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum 
merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam 
masyarakat.Semakin dipertahankan asas hukum pidana, semakin kuat 
dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam 
masyarakat.Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum 
pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan 
anggota masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas 
hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan hidup tak mau, 
matipun enggan.1Begitu pula dengan asas-asas hukum acara pidana 
yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa, 
harus senantiasa diterapkan oleh penegak hukum.Tentu saja penegak 
hukum harus memahami terlebih dahulu asas-asas hukum acara 
pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar. 
Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia 
telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab 
Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara 
Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh 
                                                          
1Romli Atmasasmita, Artikel Terobosan dalam Hukum dalam Pikiran Rakyat. 29 Juli 1997, hlm. 2. 
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karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan 
hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses 
peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam 
Hukum Acara Pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh 
pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).2 
Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti secara 
mendalam beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan disusunnya 
KUHAP jelaslah bahwa secara singkat KUHAP disusun dengan lima 
tujuan, yaitu3 
1. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka 
atau terdakwa);  
2. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;  
3. kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;  
4. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;  
5. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan 
Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945.   
Untuk mencapai tujuan KUHAP tersebut, maka KUHAP telah 
menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan. Asas tersebut antara 
lain: 
                                                          
2O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: 
Alumni.2006, hlm. 133. 
3Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Jakarta: 
Binacipta.1996, hlm. 77. 
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1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum 
dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.  
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 
hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat 
yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam 
hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.  
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan 
atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap 
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun 
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak 
pada tingkap penyidikan, dan para pejabat penegak hukum 
yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan 
asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau 
dikenakan hukuman administrasi.  
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan 
biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus 
diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 
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6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi 
kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata 
diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas 
dirinya. 
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan 
dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan 
dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib 
diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan 
minta bantuan penasehat hukum.  
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya 
terdakwa. 
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum 
kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. 
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 
pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan.4 
Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan 
hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan 
hukum.Asas-asas inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat 
penegak hukum dalam menerapkan Pasal-Pasal KUHAP.Bukan saja 
hanya kepada aparat penegak hukum asas-asas dimaksud menjadi 
                                                          
4Topo Santoso, Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?, Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana 
Indonesia, 2000, hlm. 66. 
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patokan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan 
berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut 
KUHAP.Menyimpang dari prinsip-prinsip yang terdapat pada KUHAP, 
berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat 
kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang 
seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke 
arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.5 
Nico Keijzer berpendapat bahwa asas yang paling pokok dalam 
prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah 
sebagaimana tersebut dalam poin ketiga diatas.6 Secara internasional, 
pengaturan tentang asas ini telah ditetapkan dalam Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga 
dalam Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional tentang Hak 
Sipil dan Hak Politik (New York 1966). 
Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak 
mencantumkan secara tegas dalam satu Pasal tertentu mengenai 
asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam 
perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 
35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 
                                                          
5M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan 
Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 35 
6Nico Keijzer, Presumption of Innocent, terjemahanMajalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung: 1997, 
hlm.2. 
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2004 tentang Kekuasaan Kehakiman7 dan diganti lagi dengan 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman8, 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia9, 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana10 
dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya 
praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, 
pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum 
yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (law 
enforcement).11Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak 
bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh 
melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan 
sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan 
penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku.Jadi, 
semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi 
hak asasi tersangka/terdakwa.12 
                                                          
7Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4358. 
8Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076. 
9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2890. 
10Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor. 
11M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 40. 
12Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: 
Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 87. 
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Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum 
acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. 
Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap 
seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana 
dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak 
asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar 
membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang 
diperiksanya itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat 
yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.13 Dengan demikian, 
asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan 
pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka 
dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim 
yang menyatakan kesalahannya. 
Di samping itu, pengakuan tentang asas praduga tak bersalah 
berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus 
dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau 
terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang 
sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka 
atau terdakwa juga harus dihormati. 
Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan 
hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib 
dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Dengan adanya 
                                                          
13Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung: Alumni, 1979, 
hal. 158. 
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hak-hak yang diakui oleh hukum, maka kedudukan 
tersangka/terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum dan 
berhak menuntut perlakukan yang digariskan dalam KUHAP seperti 
pada Bab VI, yaitu : 
1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya 
diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1));  
2. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh 
pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3));  
3. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan 
bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 
disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai 
(Pasal 51 ayat (1)); Tujuan kedua hak ini untuk memberikan 
kesempatan kepadanya untuk menyiapkan pembelaan;  
4. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada 
penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada 
proses pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 52).  
5. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa 
pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa tidak 
mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 
ayat (1));  
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6. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan (Pasal 54); 
7. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya 
(Pasal 55);  
8. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama 
ia dalam tahanan (Pasal 58);  
9. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang 
yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan 
terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat 
yang bersangkutan (Pasal 59); 
10. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak 
yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, 
guna mendapatkan jaminan atau penangguhan penahanan 
atau bantuan hukum (Pasal 60); 
11. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat 
hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan 
sanak keluarga, sekalipunhal itu tidak ada sangkut-pautnya 
dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61); 
12. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali 
diperlakukan yaitu kepada dan dari :  - penasihat hukumnya; - 
dan sanak keluarganya  Untuk keperluan surat-menyurat ini 
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pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang 
diperlukan (Pasal 62 ayat (1));  
13. Surat-menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh penegak hukum, 
kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya 
penyalahgunaan surat- menyurat tersebut (Pasal 62 ayat (2));  
14. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang 
terbuka untuk umum (Pasal 64);  
15. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau 
seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan 
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de 
charge Pasal 65);  
16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian 
(Pasal 66).; 
17. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap 
tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan 
penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan 
hukum (Pasal 68). 
Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang 
berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum 
untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang 
yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak 
bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak 
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hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan 
mengesampingkan praduga bersalahnya.14 
Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat 
penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman penegak hukum 
terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak 
diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan 
terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana 
yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan. 
Demikian pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses 
peradilan pidana sehingga Mardjono Reksodiputro berpendapat 
bahwa unsur-unsur dalam asas tersebut merupakan asas utama 
perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due 
process of law).15 
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa 
(extraordinary crime) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. 
Meski demikian, seharusnya asas praduga tak bersalah tetap 
diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana 
terorisme. Pemahaman para penegak hukum terhadap konsep asas 
praduga tak bersalah di sini mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
                                                          
14Herbert L. Packer, Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, 1983, hlm. 176. 
15Mardjono Reksodiputro, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari 
Hak-Hak Warga Negara (Civil Right), dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan 
Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 
1995, hlm. 36. 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang, 
di samping melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan 
terorisme, negara juga melindungi tersangka/terdakwa sebagai wujud 
perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 
15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 
terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali 
jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan 
lain”. Dengan demikian, kecuali ditentukan lain oleh Perpu tersebut, 
maka ketentuan beracara di dalam. 
KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak 
pidana terorisme. Hal ini berarti asas-asas yang terdapat di dalam 
KUHAP, termasuk asas praduga tak bersalah, berlaku pula dalam 
proses peradilan tersebut. 
Dalam proses peradilan tindak pidana terorisme, ada potensi asas 
praduga tak bersalah tersebut tidak diterapkan terhadap 
tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa 
konsekuensi tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya 
sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa 
ataupun hakim. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji mengenai 
penerapan asas praduga tak bersalah ini dalam proses peradilan 
pidana, khususnya terhadap tersangka/terdakwa perkara terorisme. 
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B. Rumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 
pokok permasalahan, sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Presumption of Innocence 
dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia? 
2. Bagaimanakah  prosedur penanganan tindak pidana terorisme 
sehingga memenuhi prinsip Presumption of Innocence? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan di atas, tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Presumption of 
Innocence dalam penanganan tindak pidana terorisme di 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan tindak pidana 
terorisme sehingga memenuhi prinsip Presumption Of 
Innocence. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain 
sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat 
menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya. 
2. KegunaanPraktis 
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, 
membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui 
sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
b. Memberikan gambaran tentang penerapan prinsip 
Presumption of Innocence dalam penanganan tindak 
pidana terorisme di Indonesia. 
c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
15 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 
Bahasa Latin yakni kata delictum.16Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai “Perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 
undang-undang tindak pidana.”Dalam pandangan Andi Hamzah 
sebagaimana dikutip dari buku karya Amir Ilyas,17“Delik merupakan 
suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana).” 
Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan 
perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, dan 
tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit 
atau delik. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu 
dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah 
perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.18Sedangkan menurut 
                                                          
16Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 47. 
17Amir Ilyas., Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education-PuKAP Indonesia, 2012, 
hlm. 19. 
18C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 
2004, hlm. 77. 
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Wirjono Prodjodikoro, strafbaarfeit merupakan suatu perilaku yang 
sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak 
pidana tanpa melanggar hukum.19 
Adapun menurut P.A.F Lamintang, strafbaarfeit merupakan 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti 
bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku 
perbuatannya atau manusia selaku individu (person).20 Sedangkan 
W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang strafbaarfeit 
sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap 
ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak 
sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana 
tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.21 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam 
dari tindak pidana itu sendiri, maka perlu diketahui bahwa di dalam 
tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. 
Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang 
secara umum dibedakan atas unsur subyektif dan unsur objektif.Unsur 
                                                          
19Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Jakarta: PT. Eresco, 2004, hlm. 
1. 
20P.A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 2000, hlm. 172. 
21Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 91. 
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subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan unsur objektif 
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku 
itu harus dilakukan. 
a. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan 
sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan 
terlebih dahulu. 
b. Unsur-unsur obyektif tindak pidana meliputi: 
1) Sifat melawan hukum (wedderechtelicjkheid). 
2) Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam Pasal 415 
KUHP. 
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.22 
                                                          
22Ibid., hlm. 193. 
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Selain berbagai teori yang telah dikemukakan diatas yang pada 
umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan 
unsur subjektif. Loebby Logman juga memberikan pendapatnya 
tentang unsur-unsur tindak pidana.  
Menurut Loebby Loqman, unsur-unsur tindak pidana sebagai 
meliputi: 
a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang; 
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; 
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan 
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.23 
Sementara Moeljatno dalam buku Amir Ilyas juga menguraikan 
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang; 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.24 
                                                          
23 Amir Ilyas, op.cit., hlm. 47. 
24Ibid., hlm. 48. 
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 Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut:25 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam 
buku III. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpa). 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat juga dibedakan 
antara tindak  pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak 
pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga 
tindak pidana omisi. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus 
f. Berdasarkan sumbernya,dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
                                                          
25Ibid., hlm. 28-34. 
20 
 
g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak 
pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
A. Kejahatan dan Pelanggaran 
Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh 
undang-undang.KUHP buku ke-II memuat delik-delik yang disebut: 
pelanggaran criterium apakah yang dipergunakan untuk membedakan 
21 
 
kedua jenis delik itu? KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini.Ia 
hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama 
kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. 
Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran 
(kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua 
pendapat: 
a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu 
didapati 2 jenis delik, ialah : 
1) Rechtdelicten ialah yang perbuatan yang bertentangan 
dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam 
pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang 
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, 
pencurian.Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” 
(mala perse). 
2) Wetsdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru 
disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang 
menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-
undang mengancamnya dengan pidana.Misal : memarkir 
mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-
delik semacam ini disebut “pelanggaran”.Perbedaan 
secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada 
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kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena 
tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya 
tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa 
keadilan.Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-
benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh 
karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan 
maka dicari ukuran lain. 
b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya 
meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada 
“kejahatan”.Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan 
pelanggaran itu terdapat suara-suara yang 
menentang.Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas 
juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam 
dua macam delik itu harus ditiadakan. 
B. Delik Formil Dan Delik Materiil (Delik Dengan Perumusan 
Secara Formil Dan Delik Dengan Perumusan Secara Materiil)  
Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 
kepada perbuatan yang dilarang.Delik tersebut telah selesai dengan 
dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.Misal: 
penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan 
kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih 
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golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 
209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat 
(Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). 
Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 
kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). Delik ini baru selesai 
apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.Kalau belum 
maka paling banyak hanya ada percobaan.Misal: pembakaran (Pasal 
187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 
KUHP).Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya 
Pasal 362.   
C. Delik Commisionis, Delik Ommisionis Dan Delik Commisionis 
Per Ommisionen Commissa 
Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, 
penggelapan, penipuan. 
Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap 
perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang 
diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan 
(Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan 
pertolongan (Pasal 531 KUHP). 
Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa 
pelanggaan larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapa 
24 
 
dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang 
membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 
KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan 
kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 
KUHP). 
D. Delik Dolus Dan Delik Culpa (Doleuse En Culpose Delicten) 
Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal :Pasal-
Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. 
Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur 
misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 
KUHP. 
E. Delik Tunggal Dan Delik Berangkai (Enkelvoudige En 
Samenge-Stelde Delicten) 
Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu 
kali. 
Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila 
dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya :Pasal 481 (penadahan 
sebagai kebiasaan) 
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F. Delik Yang Berlangsung Terus Dan Delik Selesai 
(Voordurende En Aflopende Delicten) 
Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa 
keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya : merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 
G. Delik Aduan dan Delik Laporan (klachtdelicten en niet klacht 
delicten) 
Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila 
ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal : 
penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (Pasal 284 
KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, pasal 
335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut 
sifatnya, sebagai: 
a. Delik aduan yang absolut, ialah misalnya: Pasal 284, 310, 
332.Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut 
berdasarkan pengaduan. 
b. Delik aduan yang relative ialah misalnya: Pasal 367, disebut 
relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa 
antara si pembuat dan orang yang terkena. 
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H. Delik Sederhana Dan Delik Yang Ada Pemberatannya / 
Peringannya (Eenvoudige Dan Gequalificeerde / 
GeprevisilierdeDelicten) 
Delik yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 
KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik 
yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan 
tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik 
ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misalnya : 
penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). 
I. Delik Ekonomi (biasanya disebut Tindak Pidana Ekonomi) Dan 
Bukan Delik Ekonomi. 
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 
1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana 
ekonomi. 
 
B. Terorisme 
1. Pengertian Terorisme 
Hingga saat ini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan 
meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan didalam 
peraturan perundang-undangan.Amerika Serikat sendiri yang pertama 
kali mendeklarasikan ”perang melawan teroris” belum memberikan 
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defenisi yang yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa 
memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak 
merasa didiskriminasikan serta dimarjinalkan.Kejelasan defenisi ini 
diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap dan berakibat merugikan 
kepentingan banyak pihak, disamping demi kepentingan atau target 
meresponsi hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya wajib 
dihormati oleh semua orang beradab. 
Kata “teroris”(pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata 
latin’terrere’ yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau 
menggetarkan.Kata ‘teror’ juga bisa menimbulkan kengerian.Tentu 
saja, kengerian dihati dan pikiran korbannya.Akan tetapi, hingga kini 
tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal.Pada 
dasarnya, istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki 
konotasi yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan 
terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang 
yang tidak berdosa. 
Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, 
kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik 
oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu : 
a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai 
penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri: 
1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap 
seseorang , kerugian berat terhadap harta benda, 
28 
 
membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan 
orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius 
bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu 
yang didesain secara serius untuk campur tangan atau 
menggangu system elektronik; 
2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi 
pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian 
tertentu dari publik; 
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, 
agama, atau ideology 
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi 
yang melibatkan senjata api dan bahan peledak. 
b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk 
tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara 
dengan maksud menciptakan bentuk teror tehadap orang-
orang tertntu atau kelompok orang atau masyarakat luas. 
c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah 
penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan 
semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk 
tujuan politik. 
d. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan 
melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk 
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menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan 
membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan 
kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau 
suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, 
sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang 
strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, 
peradaban, Universitas Sumatera Utara rahasia negara, 
kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, 
perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.26 
Sedangkan berbagai pendapat dan pandangan mengenai 
pengertian yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik 
kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, 
menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir 
sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, 
menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak 
akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu: 
1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan 
ancaman untuk menciptakan ketakutan publik. 
2. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau 
kelompok masyarakat tertentu;  
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;  
                                                          
26Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, 2004 , Bandung: PT. 
Rafika Aditama hlm. 29-30. 
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4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat 
dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. 
Sedangkan terdapat perbedaannya yaitu mengenai tujuan 
daripada gerakan terorisme bahwasanya ada yang mengecualikan 
selain dari tindakan pidana politik, tindak pidana yang berkaitan 
dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan 
juga seperti yang ada dalam perpu terorisme yang telah berubah 
menjadi undang-undang. Dari berbagai pengertian tersebut semua 
memasukkan apa yang disebut dengan unsure kekerasan. 
Teror sendiri memiliki defenisi umum dan hal itu sesuai dengan 
cirri utama diatas bahwasanya terorisme sebagai kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut 
dikalangan sasaran, biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai 
politik dan sebagainya. 
2. Tindak Pidana Terorisme 
Peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 
Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta 
kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak 
menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan 
hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peristiwa pemboman 
tersebut telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan 
nasional maupun internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-
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Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang pada intinya 
mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom tersebut serta Resolusi 
Nomor 1373 (2001) yang menyerukan semua negara untuk bekerja 
sama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk 
mengungkap pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan 
membawanya ke pengadilan. 
Tragedi Bali disebutkan telah menimbulkan korban sipil terbesar di 
dunia,yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. 
Bahkan ada yang menyebut angka korban tewas sebanyak 204 
orang.27Jatuhnya korban warga negara asing menempatkan Indonesia 
pada situasi yang tidak memiliki pilihan kecuali secara serius 
menanggulangi terorisme. Pemerintah atas desakan berbagai pihak 
akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan 
Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 
tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2003. 
Kedua Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa 
normanorma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya 
                                                          
27Budi Gunawan, Terorisme: Mitos dan Konspirasi, Jakarta: Forum Media Utama, hlm. 163. 
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seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 
Senjata Api, hanya memuat tindak pidana biasa (ordinary crime) dan 
tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang merupakan 
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) serta tergolong kejahatan 
terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). 
Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa kebijakan dan rencana 
aksi pemerintah untuk memerangi kegiatan terorisme harus melalui 
proses legislasi dengan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dan 
rencana aksi tersebut dapat memberikan kemaslahatan terbesar bagi 
seluruh komponen bangsa. Untuk menemukan jawaban yang tepat 
atas pertanyaan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga 
paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang 
berkembang pada saat itu, yaitu: pertama, perlindungan kedaulatan 
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; kedua, perlindungan hak 
asasi warna negara Republik Indonesia; ketiga, perlindungan hak 
asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah 
merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan. 
Perlakuan dan penerapan terhadap ketiga paradigma tersebut ke 
dalam kebijakan hukum harus tepat, seimbang dan kontekstual, yaitu 
dengan berlandaskan pada konsepsi ”Keseimbangan Berjarak: atau 
”Equal Distance Concept”. Dalam konsep ini, karakteristik kegiatan 
terorisme dan pelakunya ditempatkan sebagai sasaran utama, dan 
ketiga paradigma yang mengelilingi sasaran utama tersebut yaitu 
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primat national defence (PND) primat due process of law, dan ketiga 
primat victim’s protection merupakan tritunggal yang melakukan fungsi 
kontrol, dan sekaligus mengendalikan ruang gerak sasaran utama 
tersebut. 
Karakteristik tritunggal dari paradigma yang dikembangkan dalam 
menghadapi terorisme harus bersifat dinamis, tepat waktu dan tepat 
situasi.Di samping itu, ketiga fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan 
secara sekaligus sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu 
fungsi preventif, represif dan rehabilitatif. Selanjutnya dapat dikatakan 
bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah: 
a) Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif 
guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
terhadap perkara tindak pidana terorisme;  
b) Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong 
terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan 
Indonesia;  
c) Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di 
dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah 
penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara yang diberi 
tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;  
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d) Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme;  
e) Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme 
yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional 
maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta 
tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.28 
Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan 
berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh 
Perpu. Dengan demikian, proses beracara dalam perkara tindak 
pidana terorisme masih tetap berpedoman pada KUHAP kecuali Perpu 
menentukan lain. Ketentuan lain yang diatur oleh Perpu, baik 
ketentuan yang baru ataupun ketentuan yang menyimpang dari 
ketentuan KUHAP antara lain mengenai laporan intelijen, masa 
penangkapan, dan masa penahanan. 
Laporan Intelijen Laporan intelijen merupakan sesuatu yang baru 
dalam hukum acara pidana Indonesia.Pasal 26 Perpu Nomor 1 Tahun 
2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
menyatakan bahwa:  
                                                          
28 Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, Jakarta: BPHN 
DEPKEHHAM, 2002, hlm. 9. 
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1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik 
dapat menggunakan setiap laporan intelijen. 
2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan 
yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri.  
3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) 
hari.  
4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka 
Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan 
penyidikan.Dari Pasal tersebut, diketahui bahwa laporan 
intelijen dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang 
cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana terorisme. 
Padahal sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa KUHAP 
hanya mengakui 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Artinya, ketentuan Pasal tersebut merupakan 
penyimpangan dari ketentuan mengenai alat bukti yang sah 
menurut KUHAP. 
Pembentuk UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003, dalam 
mensosialisasikan Undang-Undang tersebut mempergunakan alasan 
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bahwa karena sifat yang khusus dan luar biasa dari perkara tindak 
pidana terorisme, maka pengaturan khusus yang dituangkan dalam 
undang-undang khusus dimungkinkan, sehingga laporan intelijen 
sebagai bukti permulaan dapat diberlakukan dalam kasus tindak 
pidana terorisme. 
Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya 
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah 
laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah 
keamanan nasional dan laporan intelijen ini dapat diperoleh dari 
Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen 
Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen 
Keuangan, Tentang Nasional Indonesia (TNI/ABRI), Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi lain 
yang terkait. 
Menurut Romli Atmasasmita, yang merupakan Ketua Tim 
Penyusun Rancangan Undang-Undang Terorisme, laporan intelijen 
adalah faktafakta, peristiwa atau nama bukan pendapat atau analisa. 
Laporan intelijen yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan adalah 
laporan intelijen yang telah diotentifikasi oleh Badan Intelijen 
Negara.Laporan intelijen itu diperbaiki sedemikian rupa sehingga lebih 
jelas lagi bagi pelaksana-pelaksana di lapangan bahwa laporan 
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intelijen itu sebagai bukti permulaan sebagai awal untuk dimulainya 
penyelidikan kalau polisi mau menggunakan laporan intelijen 
tersebut.29Selain itu, perintah pengadilan kepada polisi untuk 
melakukan penyelidikan adalah penetapan, bukan vonis. Tidak 
dijelaskan mengenai dasar pemikiran mengapa suatu laporan intelijen 
harus mendapat otentifikasi dari Badan Intelijen Negara, padahal 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak disyaratkan 
demikian. 
Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
laporan intelijen adalah laporan dari satu pintu, yakni Badan Intelijen 
Negara dengan ketentuan tidak semua laporan BIN dapat menjadi 
bukti permulaan, melainkan hanya kualifikasi A1 dan A2 yang telah 
diotentifikasi oleh Ketua Pengadilan.30Menurut Bagir Manan, satu-
satunya sumber laporan intelijen yang akan dipertimbangkan sebagai 
bukti permulaan oleh Pengadilan Negeri adalah Badan Intelijen 
Negara dimana BIN ini dapet memperoleh laporan tersebut dari 
berbagai pihak.31Untuk menentukan apakah suatu laporan intelijen 
dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, maka Pasal 26 ayat (2), (3) 
dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menentukan suatu 
mekanisme atau pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Ketua atau 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup dalam waktu paling 
                                                          
29RUU Terorisme Mengatur tentang Terorisme, http//:kompas.com/utama/news/0211/01/023654.html, 
diakses tanggal 5 Mei 2017. 
30Laporan Intelijen Belum Pernah Dipakai dalam Mengerang Perpu Antiterorisme, Jakarta: Suara 
Muhammadiyah, Agustus 2003, hlm 47. 
31Ketua MA: Hanya Laporan dari BIN yang diterima Pengadilan, Kompas, Jum’at 22 November 2002. 
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lama 3 (tiga) hari dan dalam pemeriksaan tersebut ditetapkan bahwa 
laporan intelijen yang telah diperiksa tersebut dapat dinyatakan 
sebagai bukti permulaan adanya bukti permulaan yang 
cukup.Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan 
dilakukannya penyidikan. 
Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003, mekanisme tersebut dinamakan lembaga hearing.Proses 
hearing ini dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan tersebut 
dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan 
intelijen sebagaimana dimaksud Pasal 26 yang menyatakan bahwa 
untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik ”dapat” 
menggunakan setiap laporan intelijen.  
Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh pengertian bahwa 
proses pemeriksaan tersebut dapat dilakukan terhadap dokumen 
laporan intelijen maupun dokumen lain selain laporan intelijen. 
Dokumen selain laporan intelijen dapat berupa Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) keterangan saksi, BAP keterangan ahli, BAP 
keterangan tersangka atau terdakwa, BAP barang bukti, BAP di 
Tempat Kejadian Perkara (TKP).32 
Hasil dari hearing berupa penetapan oleh Ketua/Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri yang memerintahkan untuk dilakukan 
penyidikan.Penetapan tersebut paling sedikit harus menyatakan 
                                                          
32Rudi Satriyo Mukantardjo, Makalah: Mari Membaca dan Memahami Pasal 25, 26 dan Pasal 28 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hlm. 6. 
39 
 
bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen laporan 
intelijen atau dokumen selain laporan intelijen oleh Pengadilan Negeri 
dan atasnya ditetapkan bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang 
cukup, sehingga selanjutnya dapat dilakukan tindakan berikutnya.Hal 
ini penting, sehingga dapat ditentukan bahwa tindakan penegak 
hukum yang dilakukan dapat dipastikan tidak melawan hukum.33 
Penangkapan dan Penahanan Pasal 28 Undang-Undang 15 Tahun 
2003 menentukan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan 
terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana 
terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali 
dua puluh empat) jam. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam 
Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan 
hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari dan tidak 
ada ketentuan dapat diperpanjang.  
Menurut Koesno Adi, lamanya masa penangkapan itu karena 
pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga 
pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas 
dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan 
informasi yang jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu 
masa penangkapan”.Lamanya penangkapan itu dibenarkan pula oleh 
Abdul Wahid, dkk yang mengatakan bahwa tidak tertutup 
                                                          
33Rudi Satriyo Mukantardjo, op.cit., hlm. 7 
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kemungkinan para teroris bersembunyi di suatu tempat atau daerah 
pegunungan atau bahkan di tengah laut, tentu saja diperlukan satuan 
berkualifikasi penyusupan di bawah air / serangan di laut lepas. 
Bahkan bukan tidak mungkin, jika teroris yang diburu atau alat 
peledak lain yang disebar di laut. Ini tentu memerlukan serangan 
sergap plus kemampuan demolisi di bawah air (under water 
demolition)”. 
Ketentuan mengenai penangkapan dalam Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2003 juga menyimpang dari ketentuan KUHAP.Dalam Pasal 
25 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan dan 
penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan 
tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Selanjutnya dalam Penjelasan 
Pasal 25 ayat (2) ditentukan jangka waktu 6 (enam) bulan yang 
dimaksud dalam ketentuan tersebut terdiri dari 4 (empat) bulan untuk 
kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan 
penuntutan. Demikian uraian mengenai konsep asas praduga tak 
bersalah, proses peradilan pidana menurut KUHAP dan terorisme. 
Dalam bab berikutnya, penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan 
analisis terhadap permasalahan. 
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C. Asas Praduga Tak Bersalah (Prinsip Presumption Of 
Innocence) 
1. Konsep Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pengaturannya di 
Indonesia 
Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi 
dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan 
pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi 
yang ditunjuk oleh negara.Dengan demikian, semua pelanggaran hak 
yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku.34Asas ini menyatakan bahwa, ”Setiap 
orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau 
dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya 
dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” 
Nico Keijzer35menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah 
pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si 
tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang 
sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan 
dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian 
asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan 
dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan 
                                                          
34Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: 
Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 87. 
35Nico Keijzer, Presumption of Innocent, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 
1997), hlm. 254. 
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bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak 
harus membutkikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan 
ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan 
kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus 
diperlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah 
pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan 
antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidakbersalah 
(presumption of innocence), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia 
bersalah, dengan pengertian seorang terdakwa diduga bersalah 
(presumption of guilt), kemudian dibuktikan sehingga ia tidak bersalah. 
Menurut Nico Keijzer, untuk lebih mengerti tentang asas praduga 
tak bersalah harus dipahami terlebih dahulu tentang sejarah 
perkembangannya. Di Negeri Belanda diakui bahwa Hukum 
Kanonik36sebagai akar asas praduga   tak   bersalah. Asas praduga 
tak bersalah mulai tercerminkeberadaannya sejak tahun 1010 di dalam 
dekrit dari Bishop (pendeta) Burchard van Worm, bagian XVI-C6 
dengan menunjuk kepada dekrit dari Paris Hadrianus, yang isinya 
menyatakan: 
Tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh 
sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahului ada 
pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan 
                                                          
36Nico Keijzer, Enkele Opmerkingen Omtrent De Praesumptio Innocentie In Strafzaken Beberapa 
Catatan Seputar Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Perkara Pidana, suatu kumpulan karangan, Gouda 
Guint b V, Aruhem, hlm. 3.. 
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pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk 
membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang 
tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbuktibersalah. 
 
Hal ini tidak mengherankan, sebab pada saat itu awal dari periode 
kehidupan di Eropa Barat mulai menunjukkan individualisme dan juga 
saat terjadinya perubahan dalam hukum pidana Kanonik, yakni dari 
proses peradilan akusator ke proses inquisitor.37 
Menurut Oemar Senoadji, praduga tak bersalah umumnya 
menampakkan diri pada masalah burden of proof, beban pembuktian. 
Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan  
terdakwa,kecuali pembuktian insanity yang dibebankan kepada 
terdakwa ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas 
pembuktian terbalik.38Asas  pembuktian  terbalik  mempunyai  
konsekuensi  di    mana beban pembuktian terletak pada pihak 
terdakwa. Artinya, terdakwalah yang berkewajiban membuktikan 
dirinya tidak bersalah. 
Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah 
adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan 
suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang 
yang  bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan 
                                                          
37Ibid. 
38 Oermar Senoadji, Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi, Jakarta: Erlangga, 1981,  hlm. 251. 
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penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. 
Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung 
tinggi hak asasi tersangka/terdakwa. 
Pengakuan terhadap asas  praduga tak  bersalah  dalam hukum  
acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. 
Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan 
perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah 
dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan 
perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan 
tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi 
tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap 
mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.39 
Menurut Packer, di samping asas praduga tak bersalah, dikenal 
pula praduga bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh 
polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan 
bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap 
dan diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan 
ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat 
menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan 
selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada 
                                                          
39 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung: Alumni, 1979, 
hal. 158. 
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asumsi bahwa mungkin ia bersalah.40 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Packer bahwa praduga tak bersalah 
bukanlah lawan dari praduga bersalah.Praduga tak bersalah tidak 
relevandengan praduga bersalah.Dua konsep ini berbeda namun tidak 
bertentangan.Dalam hal ini Packer mengemukakan contoh. Seorang 
pembunuh, dengan alasan yang cukup disadarinya, memilih untuk 
menembak korbannya di depan orang banyak. Ketika polisi tiba, ia 
masih menggenggam pistolnya sambil mengatakan dialah yang 
membunuhnya. Kejadian itu disaksikan olehorang banyak.Ia pun 
ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.Dalam kasus tersebut, 
tampak ekstrim namun secara faktual punya bukti yang akurat, bahkan 
sangat keterlaluan bila kita mengatakan bahwa tersangka tidak terlibat 
pembunuhan.Jadi bukanlah ini yang dmaksud dengan praduga tak 
bersalah.41 
Jadi menurut Packer, praduga tak bersalah merupakan suatu 
arah/pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus    
melakukanproses, bukan suatu prediksi hasilnya.Namun, praduga 
bersalah merupakan suatu prediksi hasilnya.Dengan demikian, 
praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang 
berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam 
memperlakukan tersangka. Praduga tak bersalah, akibatnya 
mengarahkan pada petugas agar menutup mata terhadap apa yang 
                                                          
40Herbert L. Packer, Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, 1983, hlm. 176  
41Ibid,. 
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tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa 
praduga bersalah bersifat faktual dan dekriptif, sedangkan praduga tak 
bersalah bersifat normatif dan legal.42 
Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat 
dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung 
tinggi.Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang 
dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan 
polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa 
juga harus dihormati.  Untuk menopang asas praduga tak bersalah 
dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan 
seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para 
penegak hukum. 
Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak  
bersalahadalahasasutamaproseshukumyangadil(dueprocessoflaw), 
yang mencakup sekurang-kurangnya:  
a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari 
pejabat negara; 
b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya 
terdakwa; 
c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka  (tidak  boleh  bersifat  
rahasia). 
                                                          
42Ibid,. 
47 
 
d) bahwa  tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-
jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.43 
Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak 
mencantumkan secara tegas dalam satu Pasal tertentu mengenai 
asas  praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam 
perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1970 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  
No.  35  Tahun  1999  yangdiganti dengan Undang-Undang No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 
Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum AcaraPidana. 
Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa, ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 
dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap 
tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan 
                                                          
43 Mardjono Reksodiputro Mardjono Reksodiputro, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam 
KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right), dalam Hak Asasi Manusia dalam 
Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan 
Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995, hlm. 36. 
 
48 
 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” 
Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas 
praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah 
satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan 
dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. 
Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, ”asas yang 
mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat 
manusiayang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang 
Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan 
Undang-Undang ini.” Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap 
orang yang disangka, ditangkap, ditahan,  dituntut  dan  atau  
dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan, wajib dianggap tidak
 bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukumtetap. 
Dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara 
lain:“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia 
mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan 
pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat 
pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil- 
adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan kepadanya 
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dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan 
pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk 
mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan 
keluarganya.” 
Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya 
praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, 
pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum 
yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (law 
enforcement).44Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak 
bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh 
melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan 
sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan 
penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku.Jadi, 
semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi 
hak asasi tersangka/terdakwa.45 
Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum 
acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. 
Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap 
seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana 
dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa 
hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar 
                                                          
44M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan   dan 
Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 35. 
45Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,Yogyakarta: 
Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 87.. 
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membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang 
diperiksanya itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan artabat 
yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.Dengan demikian, 
asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan 
pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka 
dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim 
yang menyatakan kesalahannya. Dapat dikatakan bahwa indikator 
penerapan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan 
khususnya dalam penangkapan dan penahanan, pada proses 
penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan  asas  praduga  tak 
bersalahmengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga 
keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, 
dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak 
asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, 
tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan 
setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah. 
Salah satu tindak pidana yang sangat membutuhkan penerapan 
asas praduga tak bersalah dalam proses peradilannya adalah tindak 
pidana terorisme. Tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme 
merupakan pihak yang sangat rentan mengalami tindakan-tindakan 
yang melanggar asas praduga tak bersalah dalam proses 
peradilannya. Apalagi tindak pidana terorisme merupaka extra 
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ordinary crime yang membutuhkan penanganan khusus dibandingkan 
dengan tindak pidana lain, sehingga dikhawatirkan terjadinya 
tindakan-tindakan yang melampauai batas kewenangan penegak 
hukum. 
2. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Prose Peradilan Pidana 
Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat 
dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung 
tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang 
dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan 
polisi dan jaksa, dan oleh  karenanya  hak-hak  tersangka  atau  
terdakwa  juga  harus dihormati. 
 
a. Hak Tersangka Atau Terdakwa Segera 
MendapatPemeriksaan 
Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya 
ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP yang memberi hak 
yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada 
tersangka/terdakwa: 
1) berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 
ayat(1)) 
2) berhak segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 ayat(2)) 
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3) berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat(3)). 
Undang-undang tidak menjelaskan arti kata ”segera” ini, tetapi 
Yahya Harahap mencoba mengartikannya sebagai ”secepat 
mungkin” atau ”sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama. Hal ini 
bertujuan supaya menjauhkan kemungkinan nasib tersangka 
terkatung-katung, jangan sampai lama pemeriksaan sehingga 
dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan 
sewenang-wenang dan ketidakwajaran, serta demi mewujudkan 
asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.Namun 
demikian, ternyata tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan 
kepada pejabat yang menyi-nyiakan hakini.46 
b. Hak untuk melakukan pembelaan 
1) Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan 
bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 
disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai 
(Pasal 51 ayat(1)). 
2) Berhak memberikan keterangan secara bebas baik 
kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada 
hakim pada proses pemeriksaan disidang pengadilan 
(Pasal52). 
3) Menurut Yahya Harahap, hak kebebasan memberi 
keterangan dapat diartikan memberi keterangan yang 
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dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan 
baginya. Meskipun ada ketentuan demikian  dalam  
KUHAP,  tetap  tidak  ada  jaminan  bahwa  dalampraktek 
tidak akan ada tindakan kekerasan demi mendapatkan 
keterangan dari tersangka/terdakwa.47 
4) Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa 
pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa 
tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo 
Pasal 177 ayat(1)); 
5) Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan (Pasal54); 
6) Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya  
(Pasal 55); 
7) Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan 
hukum berubah sifatnya menjadi wajib, yaitu: 
a) Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau 
didakwakan diancam dengan hukuman mati, hukuman 
lima belas tahun atau lebih. 
b) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk 
penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu 
menyediakan sendiri penasihat   hukumnya   dan   
                                                          
47 Ibid, 
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ancaman   hukuman   pidana   yang bersangkutan atau 
didakwakan lima tahun atau lebih 
c) Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi 
bantuan hukum adalah cuma-cuma. 
d) Hak mendapat bantuan penasihat hukum merupakan 
prinsip yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan 
merupakan bagian yang tidak terpisah dari asas 
praduga tak bersalah. 
c. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalampenahanan 
Hak-hak yang telah disebutkan di atas adalah hak yang 
berlaku pada umumnya  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  
baik  yang  berada dalam penahanan maupun di luar 
penahanan. Selain itu, masih ada hak lain yang diberikan 
kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, 
yaitu : 
1) Berhak menghubungi penasihathukum. 
2) Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau 
orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang 
dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan 
oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59); 
3) Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya 
selama ia dalam tahanan (Pasal58); 
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4) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak 
yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, 
guna mendapatkan jaminan atau penangguhan penahanan 
atau bantuan hukum (Pasal60); 
5) Berhak secara langsung atau dengan perantaraan 
penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima 
kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada 
sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa 
(Pasal61); 
6) Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali 
diperlakukan yaitu kepada dan dari penasihat hukumnya, 
dan sanak keluarganya Untuk keperluan surat-menyurat ini 
pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan 
yang diperlukan (Pasal 62 ayat(1)); 
7) Surat-menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh penegak 
hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga 
adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut (Pasal 
62 ayat(2)); 
8) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan 
menerima kunjungan rohaniawan. 
d. Hak terdakwa di mukapersidangan 
Disampinghakyangdiberikanpada 
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tersangkadanterdakwaselama dalam proses penyidikan dan 
penuntutan, KUHAP juga memberikan hak kepada terdakwa 
selama proses pemeriksaan persidangan, yaitu : 
1) Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan 
yang  terbuka untuk umum (Pasal64); 
2) Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan 
atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna 
memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya 
(saksi a de charge Pasal65); 
3) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban 
pembuktian (Pasal66). 
4) Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap 
tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan 
penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan 
hukum (Pasal68). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi 
Selatan.Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut karena sesuai 
dengan tujuan penulis untuk meneliti pelaksanaan prinsip presumption 
of innocence dalam penanganan tindak pidana terorisme. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan dua  cara,  yaitu  
1. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan 
mempelajari dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan 
dengan penelitian. 
2. Wawancara, yaitu dengan cara berkomunikasi berupa tanya 
jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam 
penelitian agar objek yang diteliti dapat dikembangkan atau 
ditelusuri lebih mendalam dan terperinci. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data 
kualitatif yang bersumber dari: 
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 
langsung dengan pihak dalam lembaga yang bersangkutan 
terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan 
dan bahan dokumen tertulis lainnnya seperti arsip data dari 
lembaga yang bersangkutan yang berhubungan dengan 
pembahasan dalam penelitian ini. 
 
D. Analisis data 
Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, 
mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data 
kualitatif. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah metode  
analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan 
tiga tahap  berupa pengumpulan data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan sehingga data-data akan terkumpul dan berhubugan satu 
dengan yang lain secara otomatis. Sehingga proses analisis data 
sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung 
maka penafsiran terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan 
kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematik. 
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BAB IV 
 PEMBAHASAN 
A. Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses 
peradilan perkara tindak pidana terorisme 
Dalam penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berarti kita 
membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses 
pemeriksaan, baik proses pe-meriksaan pada tahap penyelidikan yang 
dilakukan penyelidik, penuntutan yang di-laksanakan oleh jaksa 
penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh 
hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap. Makna yang terkandung dalam asas praduga tak 
bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui 
proses hukum yang adil (due process of law), yang mencangkup 
sekurang-kurangnya :48 
1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari 
pejabat negara;  
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya 
terdakwa;  
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat 
rahasia); dan 
                                                          
48Komariah E. Sapardjaja, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Diterjemahkan Hasanuddin, 1987, 
hal.284. 
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4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-
jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya. 
Pendapat tersebutsesuai dengan peryataan dari Bagir Manan49 
bahwa diharapkan badan-badan penegak hukum akan menjadi simbol 
yang kuat untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi 
manusia. Pendapat lainnya dengan peryataan dari Dr. Marwan 
Efendi50bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam 
undang-undang, melainkan apa yang di-lakukan oleh aparat penegak 
hukum. Artinya disini bahwa, penegak hukumlah yang membuat 
keindahan dari aturan yang tertulis dalam undang-undang, dengan 
menjalankan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Misalkan dengan menjalankan proses pemeriksaan baik pada proses 
pemeriksaan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di 
pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka /terdakwa 
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Tujuan proses pemeriksaan 
perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran 
materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, 
sehingga mendapat putusan yang seadiladilnya. Walaupun seseorang 
diduga melakukan tindak pidana denganadanya bukti-bukti permulaan, 
                                                          
49 Bagir Manan, Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 
Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998. 
50 Marwan Efendi, Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan 
Perkara Tindak Pidana Korupsi, Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, PT.Persaja, Jakarta:2003. 
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di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus 
dihargai hak asasinya.Mereka mempunyai hak untuk membela diri, 
memberi keterangan dengan sebebas- bebasnya tanpa adanya 
tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan.51 Tujuan utama hukum 
acara pidana adalah melakukan proses hukum yang adil untuk 
mencapai kebenaran materiel. Mendengar keterangan tersangka / 
terdakwa, penasehat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan 
pengadilan yang adil serta tidak memihak.52 Sehubungan dengan hal 
tersebut, Wirjono Prodjodikoro berpendapat : “… bahwa tujuan dari 
hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran yang materiel 
serta mencari dan mewujudkan ke seimbangan antara kepentingan 
hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Me-nurut beliau 
bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini ialah pihak yang 
menerima tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka 
harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat 
tindakan sewenang-wenang dari tugas penegak hukum”.Selain itu 
juga, dikemukakan bahwa suatu kerangka dimana berbagai hak 
tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang maupun 
putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara  yang baik 
dalam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar 
tentang due process of law yang salah satu unsurnya adalah setiap 
                                                          
51 Perhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56, dimana tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara 
bebas, berhak setiap waktu mendapat bantuan hukum. 
52 Ibid. 
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tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat 
membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakkan Asas 
Praduga Tak Bersalah (APTB). Berkaitan dengan penerapan asas 
praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana 
terorisme, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan wawancara 
dengan informan / nara sumber yang bersangkutan, dalam hal ini 
yakni divisidi Polda Sulsel terhadap oleh tersangka tindak pidana 
terorisme. Dalam catatan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan), pendekatan senjata api banyak dilakukan 
oleh Densus88 dalam dua tahun terakhir. Setidaknya, dari 6 operasi 
antiterorisme  ditahun 2010 ada 24 orang tewas tertembak, 9 luka 
terkena timah panas, 420 ditangkap dan diproses hukum. Kontras juga 
mencatat, 19 orang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang 
yang akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat terorisme. 
Hingga medio Mei 2011, Kontras mencatat dari 4 operasi Densus 88, 
ada 4 orang dinyatakan tewas, 35 ditangkap, dan 5 korban salah 
tangkap. Data ini semakin memperkuat besarnya praktik- praktik 
penyimpangan yang dilakukan Densus 88 pascabom Bali.Untuk itu, 
Kontras mendesak agar aparat Densus 88 melihat kembali SOP 
(standard operation prosedur) yang memberikan kewenangan kepada 
satuan antiteror tersebut untuk melakukan kontak senjata.Dari operasi 
penindakan terorisme tersebut, dalam catatan Kontras disebutkan 
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bahwa pada umumnya korban meninggal dengan luka tembak di 
bagian-bagian yang mematikan, seperti di kepala, dada, dan jantung.53 
Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang penyidik 
membutuhkan dedikasi yang tinggi, keterampilan yang tangguh serta 
pemahaman ilmu hukum pidana yang memadai agar tujuan hukum 
pidana pada umumnya, yaitu melindungi masyarakat dan individu 
warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan 
hukum pidana secara tidak benar, dapat tercapai. Pemahaman hukum 
ini tidak hanya terhadap hukum pidana materiil, tetapi juga hukum 
pidana formil, terutama menyangkut asas hukum acara pidana.Dalam 
penelitian ini penulis menitikberatkan pada asas praduga tak bersalah 
karena seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana 
seringkali dianggap bersalah sebelum dijatuhi putusan bersalah oleh 
pengadilan. Hal ini biasanya berimplikasi  pada sikap penegak hukum 
terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan pemahaman yang benar 
atas asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka selaku 
manusia tetap terjamin selama proses peradilan berlangsung. 
Dalam rangka pemberantasan terorisme, Kepolisian Republik 
Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti 
Teror yang dirancang sebagai unit anti-teror yang memiliki 
kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom 
hingga penyanderaan. Kewenangan Densus 88 ini meliputi operasi 
                                                          
53Kontras Minta Densus 88 Lawan Teroris Tanpa Kekerasan, http:// mediaindonesia.com 16/05/2011 
diakses pada tanggal 24 Mei 2017. 
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pengintaian (intelijen), investigasi (penyelidikan), penindakan 
(pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegak hukum).54Beberapa  
upaya  penangkapan  terhadap  para  tersangka   kejahatan terorisme 
telah dilakukan oleh Densus 88 memang banyak mengakibatkan 
tewasnya tersangka, diantaranya yaitu: 
1. Upaya penangkapan terhadap Dr. Azahari di villa Jalan 
Flamboyan Blok A No. 7, Kota Batu, Malang pada tanggal 9 
November 2005.  Dr. Azahari tewas setelah tiga butir peluru 
mengenai dadanya dan satu butir peluru menembus pangkal 
rahang kanan, sedangkan pengawalnya, Agus Puryanto alias 
Arman meledakkan diri dengan menggunakan rompiyangtelah 
dibelit dengan bom.55 
2. Penggerebekan di rumah kontrakan Susilo di Desa 
Mojosongo, Jebres, Solo pada hari Kamis tanggal 17 
September 2009 yang dilakukan oleh pihak Densus 
88.Peristiwa tersebut menewaskan Noordin M. Top, Urwah, 
Susilo dan Aji. Sedangkan Putri Munawaroh, istri Susilo yang 
sedang hamil tua, ditemukan tertindih mayat Susilo dan 
mengalami luka tembak di kakinya. 
3. Penggerebekan di rumah kos Cempaka di Jalan Semanggi 2 
                                                          
54Galih Priatmodjo, Densus 88 : The Undercover Squad, Mengungkap Kesatuan Elite “Pasukan 
Hantu” Anti –Teror, Yogyakarta, Narasi, 2010, hlm. 47. 
 
55Ibid., hlm. 94. 
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RT 002RW 03 pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2009 yang 
mengakibatkan Syaifudin Zuhri dan Mohamad Syahrir tewas 
di tempat. Dikatakan  bahwa keduanya melakukan 
perlawanan dengan melemparkan bom pipa dari dalam kamar 
kostersebut. 56 
4. Penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Beji, Kedu,  
Temanggung pada tanggal 7 Agustus 2009 yang 
menewaskan Ibrohim alias A’an alias Boim. 
5. Upaya penangkapan yang dilakukan terhadap Sigit Qordhowi 
dan Hendro Yunianto dengan cara penguntitan oleh anggota 
Detasemen Khusus 88 Anti Teror saat mengendarai sepeda 
motor pada Sabtu  tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 01.30 
WIB, dimana Sigit Qordhowi dan Hendro Yunianto melintas di 
Jalan Palagan Tentara Pelajar,tepatnya di Dusun Dukuh RT 
2/RW 3, Desa Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo,  Jawa 
Tengah. Keduanya berhasil dihentikan saat akan masuk Gang 
Kantil. Keduanya melawan dengan menembakkan pistol 
secara membabi buta.   Petugas   melumpuhkan   keduanya   
dengan   cara menembaknyahingga tewas. Dari tangan 
mereka, polisi menemukan satu granat nanas aktif, dua pistol 
FN dan satu pistol Baretta. Dalam kejadian ini salah seorang 
warga sipil bernama Nur Iman tewas tertembak. Secara resmi 
                                                          
56 Setya Krisna Sumargo, Noordin M. Top: The Untold Stories, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2010), hlm. 136. 
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Polri menjelaskan bahwa Nur Iman tewas karena tertembak 
peluru dari teroris. 
6. Dulmatin alias Mansyur alias  Yahya  Ibrahim  alias  Fahri  
Ardiansyah alias Joko Pitono alias Hamzah, asal Pemalang, 
yang ditembak mati 9 Maret 2010 di warnet multiplus di ruko 
pamulang, Tangerang.57 Selain  menjadi  salah  satu  inisiator  
bom  Bali  1,  Dulmatin  yang lamabersembunyi di Jolo, 
Filipina Selatan, juga terlibat dalam program i’dad asykari 
(latihan semimiliter) di Jantho Aceh, awal 2010 lalu. Menurut 
pihak Polri, Dulmatin hendak melawan dengan menggunakan 
pistol revolver miliknya sehingga petugas terpaksa 
menembaknya. 
7. Jaja alias Slamet alias Pak Tuo alias Pura Sudarma alias 
Pura Sudarmo alias Mamang, asal Bandung, Jawa Barat, 
yang berperan sebagai pengawas latihan, ditembak mati 12 
Maret2010. 
8. Ust Ardi alias Arham alias Arnold alias Enceng Kurnia, lulusan 
JI Mindanao yang berperan sebagai unsur pimpinan dan 
pengajar olahraga serta pengurus logistic, ditembak mati 12 
Maret2010. 
9. Iwan Suka Abdulah, asal Aceh Besar, ditembak mati 3 
Maret2010. 
                                                          
57Inilah Tersangka Teroris yang Sudah Ditembak Mati, 
http://regional.kompas.com/read/2010/03/18/22122178/Inilah.Tersangka.Teroris.yang.Sudah.Dite mbak.Mati, 
18 Maret 2010, diakses pada tanggal 7 Mei2017. 
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10. T. Marzuki alias Tengku, asal Aceh, ditembak mati 4 
Maret2010. 
11. Ridwan alias Niko, asal Sulawesi Selatan, ditembak mati 9 
Maret 2010  di Jakarta. 
12. Hasan Noer yang bersama Ridwan tewas tertembak di Gang 
Asem Jalan Setiabudi Tangerang pada tanggal 9 Maret 2010. 
Menurut penjelasan pihak Polri, keduanya melawan dengan 
menggunakan pistol pada saat akan   ditangkap   petugas   
sehingga  terpaksa   ditembak. Sedangkan beberapa saksi 
mengatakan bahwa mereka memang melakukan 
perlawanan, tetapi tidak melihat keduanya membawasenjata. 
Selain penangkapan yang mengakibatkan tersangka teroris  
tewas, ada pula penangkapan kontroversial lainnya misalnya 
penangkapan terhadap Abu Dujana, tersangka pelaku bom di Hotel 
J.W. Marriot pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007. Anak pertama Abu 
Dujana, Yusuf Sidik, mengaku melihat bapaknya tetap ditembak polisi 
dari belakang kendati bapaknya itu telah jongkok dan 
menyerah.58Penangkapan ini menimbulkan kontroversi karena Polri 
dianggap telah melanggar HAM. 
Menanggapi tudingan tersebut, Polri membeberkan fakta dan 
proses penangkapan Abu Dujana melalui keterangan tertulis yang 
                                                          
58Penembakan Abu Dujana Pelanggaran HAM Berat, 
http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=2333&tit=Berita Utama Penembakan Abu 
Dujana Pelanggaran HAM Berat, Kamis, 21 Juni 2007, diakses pada tanggal 7 Mei 2017. 
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dirilis Mabes Polri seperti disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri 
Irjen Pol Sisno Adiwinoto pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007. 
Isinya sebagai berikut 
Menanggapi adanya pemberitaan di media massa yang 
menyudutkan Polri cq Densus 88/Anti Teror dalam penangkapan 
tersangka teroris Abu Dujana alias Ainul Bahri alias Abu Musa alias 
Shorem alias Pak Guru alias Yusron Mahmudi alias Dodi alias 
Sobirin, yang seolah- olah Polri bertindak brutal, melanggar HAM dan 
menyalahi  prosedur, dapat disampaikan penjelasan yang 
komprehensif agar dapat diketahui dan dipahami tentang proses 
penyidikan panjang yang dilakukan oleh Polri terhadap jaringan 
terorisme dan tindakan teror yang dilakukan di Indonesia, terutama 
sayap militer Al-Jama'ah Al-Islamiyyah atau Sariyah yang dipimpin 
oleh tersangka  teroris Abu Dujana yang memiliki 7 nama samaran, 
melalui penjelasan tentang profil Abu Dujana, fakta dan proses 
penangkapannya sebagai berikut: Fakta penangkapan tersangka 
teroris anggota senior Al- Jama'ah Al-Islamiyyah. Sejak menangani 
kasus teror di Indonesia, Densus 88/Anti Teror Polri memperoleh 
pengalaman yang sangat berharga dalam menangkap tersangka 
teroris yang berasal dari anggota senior Al-Jama'ah Al-Islamiyyah, 
yaitu sebagian besar tersangka melakukan perlawanan dengan 
senjata api atau bom, berusaha merebut senjata petugas, atau 
melawan dengan tangan kosong. Perlawanan tersebut sangat 
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membahayakan jiwa petugas Polri, meskipun perlawanan tersebut 
dengan tangan kosong, karena mereka sangat terlatih dan memiliki 
pengalaman dibidang kemiliteran.   Keberanian   dan   kenekatan   
tersangka   tersebutjuga  didasari oleh ideologi dan semangat jihad 
yang siap mati secara terhormat. Sehingga dalam setiap 
penangkapan yang dilakukan oleh Polri, mereka memegang suatu 
prinsip bahwa "Polri tidak boleh menangkap dengan 
gratis".Berdasarkan fakta tersebut dan pengalaman selama ini di 
lapangan serta keterangan para saksi sebagai berikut: Abu Dujana 
menggerakkan Askhary-nya, mengirimkan bahan peledak dan 
persenjataan serta amunisi ke Poso untuk melawan pemerintah/polisi 
yang dicap sebagai toghut (syetan besar).Abu Dujana memutuskan 
untuk melakukan penyerangan dan pembalasan terhadap petugas 
Polri/Densus 88 yang telah berhasil pada bulan Januari 2007 
melumpuhkan operasi Jihad Al-Jama'ah Al- Islamiyyah di Poso, maka 
Kasatgas memberikan arahan kepada seluruh anggota Satgas yang 
akan melakukan penangkapan terhadap Abu Dujana, baik dari segi 
strategi, taktik dan teknik penangkapan agar mengutamakan 
keselamatan diri dan masyarakat di sekitarnya, dalam setiap 
penangkapan tersangka teroris anggota senior Al- Jama'ah Al-
Islamiyyah. Di samping itu, berdasarkan keterangan para saksi 
diketahui bahwa Abu Dujana selalu membawa senjata api genggam 
Norincho. Adapun proses penangkapannya adalah sebagai berikut: 
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Sesuai dengan keterangan tetangga Abu Dujana bahwa yang 
bersangkutan jarang di rumah dan kalau pergi sering lama sekali 
(berbulan-bulan), di samping itu situasi dan kondisi lingkungan 
tempat tinggal Abu Dujana tidak mudah untuk melakukan observasi 
dan surveillance. Semula petugas Polri akan melakukan penyergapan 
ke rumah Abu Dujana pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2007 sore. 
Untuk memastikan bahwa Abu Dujana berada di rumah, maka 
petugas Polri melakukan observasi melalui beberapa arah. Pada hari 
Sabtu tanggal 9 Juni 2007 pagi, ketika seorang petugas Polri 
melakukan observasi ke arah rumah Abu Dujana melalui jalan 
belakang, tiba-tiba tersangka Abu Dujana keluar dan menggembok 
rumah dan langsung naik motor bersama anak-anaknya. Petugas  
Polri yang berpapasan dengan tersangka Abu Dujana, yang sedang 
naik motor, langsung secara spontan sendirian (satu lawan satu) 
berusaha menangkap tersangka. Namun, karena ternyata tersangka 
melakukan suatu perlawanan yang amat sangat gigih, maka 
terjadilah pergumulan/pergulatan satu lawan satu, yang 
menyebabkan petugas Polri kewalahan.Bahkan kemudian tersangka 
Abu Dujana dalam posisi lebih menguntungkan untuk dapat 
merampas senjata milik petugas Polri.Oleh karena itu, petugas Polri 
melakukan tindakan pelumpuhan dengan penembakan ke arah tubuh 
bagian bawah dan terkena pada paha kiri.Keputusan dan pilihan 
tindakan pelumpuhan terhadap tersangka Abu Dujana dilakukan 
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untuk menghindari risiko petugas Polri menjadi korban.Pengalaman 
selama ini, tersangka Abu Dujana sangat waspada dan selalu curiga 
terhadap siapapun, bahkan sudah berkali-kali berhasil kabur ketika 
dilakukan penangkapan di wilayah Jawa Tengah.Setelah tersangka 
dilumpuhkan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan 
pertolongan pertama dan pengobatan.Dari    keterangan    tersangka    
Abu    Dujana kepada pemeriksa juga membenarkan bahwa 
tersangka memang melakukan perlawanan yang amat sangat gigih 
terhadap petugas Polri yang melakukan penangkapan sampai terjadi 
pergumulan/pergulatan.59 
Komisaris Polisi (Kompol) Rudy Heriyanto, salah seorang kuasa 
hukum Polri pada sidang Praperadilan atas gugatan yang diajukan 
oleh Sri Mundyati, istri Abu Dujana, menjelaskan penangkapan Abu 
Dujana sudah sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
Rudy Heriyanto juga menjelaskan bahwa proses penangkapan 
terhadap tersangka teroris membutuhkan penanganan yang khusus 
dan berbeda dengan tersangka pelaku tindak pidana yang lain. 
Dalam proses penangkapan terhadap tersangka terorisme, Polri 
selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keselamatan bagi 
petugas yang menangkap. Karena berdasarkan pengalaman 
sebelumnya, timbul kekhawatiran bahwa tersangka akan melawan 
                                                          
59Fakta dan Proses Penangkapan Abu Dujana Versi Polisi, file:///E:/New Folder detikNews Fakta dan 
Proses Penangkapan Abu Dujana Versi Polisi.htm, tanggal 23 Juni 2007, diakses pada tanggal 7 Mei 2017. 
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dengan menggunakan senjata api atau tajam, bahkan terkadang juga 
dengan rompi bom.60 
Terkait dengan tindakan represif yang sering dilakukan oleh pihak 
Densus 88 pada saat akan menangkap para tersangka teroris 
tersebut, AKP. Sembiring dari Densus 88 juga menjelaskan bahwa 
pada umumnya  tersangka teroris yang akan ditangkap tersebut tidak 
mau menyerahkan diri dan melakukan perlawanan kepada petugas 
karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan 
merupakan bagian dari perjuangan atau jihad sehingga mereka lebih 
memilih mati yang dianggap sebagai mati syahid daripada 
menyerahkan diri kepada polisi. Oleh karena keadaan yang tidak 
memungkinkan itu pula, maka pada saat akan ditangkap, petugas  
jarang  menunjukkan  surat  perintah  penangkapan  secara  
langsungkepada para tersangka, kecuali kepada Ketua RT setempat 
supaya warga dapat diberitahukan mengenai operasi yang akan 
dilakukan petugas. 
Di lain pihak, pakar terorisme dari Internasional Crisis Group  
Sidney Jones meyakini tewasnya anggota teroris dalam operasi polisi 
bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru merugikan Densus 
88. Tewasnya anggota tersebut menyebabkan pihak Densus tidak 
akan mendapatkan informasi lebih yang dipakai dalam penyelidikan 
                                                          
60Penangkapan dan Penahanan Terhadap Abu Dujana Sudah Sah, hukumonline.com/Penangkapan 
Penahanan Terhadap Abu Dujana Sudah  Sah.html, tanggal4 Juli 2007, diakses pada tanggal 7 Mei 2017. 
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lebih lanjut. Ia mengatakan, terbunuhnya 28 orang dalam proses 
penangkapan teroris yang  dilakukan  Densus  88  sejak  Februari  
2010  dianggap  cukup  tinggi. Seharusnya proses penangkapan bisa 
dilakukan dengan cara lain.61 
Penangkapan dengan cara-cara menembak mati atau melakukan 
kekerasan fisik terhadap tersangka jelas telah mengabaikan asas 
praduga tak bersalah. Meskipun bukti-bukti yang menjadi dasar bagi 
polisi untuk melakukan penangkapan telah mengarah kepada para 
tersangka teroris sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi 
kesalahan mereka belum dibuktikan melalui lembaga peradilan. 
Demikian pula, tindakan Densus tersebut telah melanggar hak asasi 
mereka yaitu hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan. 
Tanpa berpretensi untuk membela terorisme, sistem peradilan 
pidana Indonesia, dan juga hampir semua sistem peradilan di negara 
yang sehat demokrasinya, dan tegak rule of law-nya, memegang 
teguh asas praduga tak bersalah. Seseorang bisa jadi mencurigakan, 
bisa jadi tertangkap basah, bisa jadi memiliki ciri dan identitas yang 
cocok dengan pelaku kejahatan tertentu, ataupun menjadi buron 
karena alat-alat bukti dan saksi mengarah padanya, namun tetap saja 
ia tak dapat disebut sebagai bersalah sebelum pengadilan 
                                                          
61Sidney Jones: Tembak Mati Teroris Bukan Solusi yang Tepat, Sidney Jones Tembak Mati Teroris 
Bukan Solusi Tepat The Enlightening Indonesian Internet Newspaper, tanggal 23 Mei 2011, diakses tanggal 
10 Mei2017. 
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menyidangkannya dan hakim menyatakan bersalah dan kemudian 
menghukumnya. Dan ini pun belum akhir perjalanan.Ia masih 
berpeluangmengajukan banding ke pengadilan tinggi, kasasi dan 
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, hingga permohonan grasi 
ke Presiden.Tidak  semua saksi adalah tersangka. Tidak semua 
tersangka kemudian berkembang menjadi  terdakwa.  Tidak  semua  
terdakwa  menjadi  terpidana  dan   tidaksemua terpidana benar-
benar menjalani hukuman sesuai yang dijatuhkan. Termasuk, tidak 
semua terpidana benar-benar melakukan tindak pidana yang 
dituduhkan terhadapnya.Banyak kasus salah tangkap, salah tahan, 
salah mendakwa, bahkan sampai salah menghukum.Kendati 
demikian, proses peradilan harus dihormati, sebab di forum itulah 
seluruh alat-alat bukti dapatdiajukan dan dinilai oleh hakim.62 
Dalam proses penangkapan, penyidik harus mengikuti prosedur 
yang ditentukan oleh KUHAP seperti memperlihatkan Surat Perintah 
Penangkapan, memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada 
tersangka dan memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan 
kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. 
Prosedur seperti ini seringkali dilanggar pada penangkapan 
tersangka teroris. Contohnya penangkapan terhadap Amir Achmadi 
dan Sutarjo alias Akhyas alias Abi Isa yang ditengarai anggota 
kelompok teroris Abu Dujana dimana pihak keluarga mengaku 
                                                          
62Heru Susetyo, Justifikasi Kematian Teroris, 
http://www.primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=justifikasi-kematianteroris, diakses 
tanggal 10 Mei 2017. 
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setelah sepekan Surat Perintah Penangkapan belum juga diberikan 
kepada mereka, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana nasib 
para tersangka tersebut.63 
Hasil wawancara dengan Kompol Sumardi di polda sul-sel ,beliau  
berpandangan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan suatu asas 
yang menyatakan seseorang baru dinyatakan bersalah apabila telah 
mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini harus 
diberlakukan baik selama masa penyidikan, penuntutan, maupun 
pemeriksaan di pengadilan dan berakhir sebelum putusan dijatuhkan. Hal 
ini disebabkan seseorang dinyatakan bersalah apabila telah mendapat  
kepastian hukum tentang kesalahannya dari putusan hakim. 
Lanjut kompol Sumardi berpendapat bahwa perwujudan dari asas ini 
antara lain dalam proses pemeriksaan, penyidik memanggil seseorang 
berdasarkan bukti yang cukup sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian 
apabila hasil pemeriksaan cukup bukti maka status saksi tersebut 
ditingkatkan menjadi tersangka. Sedangkan apabila bukti tidak memadai, 
maka seseorang tersebut dipulangkan. 
Kompol Sumardi, berpendapat pula bahwa penyidik selalu mempunyai 
praduga bersalah terhadap tersangka yang disertai dengan bukti- bukti 
yang cukup atas kesalahan tersangka, bukan praduga tidak bersalah. 
                                                          
63Keluarga Belum Terima Surat
 Penangkapan,http://cybertech.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Law+and+Crime&y=cyb
ernews|0|0|12| 73, tanggal 28 Maret 2007, diakses pada tanggal 9 Mei 2017. 
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Sebab, apabila penyidik berpegang pada asas praduga tak bersalah, 
maka penyidik tidak bisa melakukan upaya paksa dan memeriksa 
tersangka.Penyidik, seperti halnya penuntut umum, dengan merujuk pada 
bukti-bukti atas kesalahan tersangka, tentu berupaya supaya tersangka 
dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.64 
Dari wawancara dengan Kompol Sumardi ini, penulis menyimpulkan 
masih ada pemahaman dari penegak hukum di tingkat penyidikan bahwa 
kalau berpegang pada asas praduga tak bersalah, maka tersangka tidak 
bersalah pada arti yang sebenarnya sehingga dikatakan tidak dapat 
melakukan upaya paksa terhadapnya, oleh karenanya penyidik pasti 
mempunyai praduga bersalah terhadap tersangka. Padahal asas praduga 
bersalah bersifat legal normative, sedangkan praduga bersalah bersifat 
faktual  yang  keduanya  tidak  dapat  dipertentangkan,  akan  tetapi  
berjalan beriringan. Asas praduga tak bersalah berkaitan dengan 
bagaimana penegak hukum memperlakukan tersangka dengan memenuhi 
hak-haknya seperti orang yang tidak bersalah. 
 
B. Prosedur Penanganaan Tindak Pidana Terosrisme Sehingga 
Memenuhi Asas Praduga Tak Bersalah 
Dalam melaksanakan tugas, seorang penyidik membutuhkan 
dedikasi yang tinggi, keterampilan yang tangguh serta pemahaman 
ilmu hukum pidana yang memadai agar tujuan hukum pidana pada 
                                                          
64 Hasil wawancara dengan Kompol Sumardi di Polda sul-sel pada tanggal 1 juni 2017 
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umumnya, yaitu melindungi masyarakat dan individu warga  
masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan hukum 
pidanasecara tidak benar, dapat tercapai. Pemahaman hukum ini tidak 
hanya terhadap hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana 
formil, terutama menyangkut asas hukum acara pidana.Dalam 
penelitian ini penulis menitikberatkan pada asas praduga tak bersalah 
karena seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana 
seringkali dianggap bersalah sebelum dijatuhi putusan bersalah oleh 
pengadilan. Hal ini biasanya berimplikasi  pada sikap penegak hukum 
terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan pemahaman yang benar 
atas asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka selaku 
manusia tetap terjamin selama proses peradilan berlangsung. Dalam 
rangka pemberantasan terorisme, Kepolisian Republik Indonesia telah 
membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang 
dirancang sebagai unit anti-teror yang memiliki kemampuan mengatasi 
gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga 
penyanderaan.Kewenangan Densus 88 ini meliputi operasi 
pengintaian (intelijen), investigasi (penyelidikan), penindakan 
(pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegak hukum).65 
Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa 
sepanjang hak-hak tersangka atau terdakwa telah dipenuhi selama 
proses peradilan berlangsung, maka selama itu pula perlindungan 
                                                          
65Galih Priatmodjo, Densus 88 : The Undercover Squad, Mengungkap Kesatuan Elite “Pasukan 
Hantu” Anti –Teror, Yogyakarta, Narasi, 2010, hlm. 48. 
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terhadap asas praduga tak bersalah telah diterapkan kepada 
tersangka atau terdakwa. Jadi, indikator penerapan asas ini ada pada 
hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwapada saat 
penangkapan, penahanan, penuntutan dan proses pemeriksaan di 
persidangan. 
Berdasarkan pandangan dengan penyidik, penuntut umum dan 
hakim yang menangani perkara terorisme, pada umumnya mereka 
mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam penerapan asas 
praduga tak bersalah. Selama proses peradilan berlangsung, baik 
penyidik, penuntut umum, maupun hakim, selalu memenuhi hak-hak 
tersangka atau terdakwa sebagai perwujudan dariasas praduga tak 
bersalah. Hal ini dilihat misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan 
dan persidangan, tersangka atau terdakwa dalam perkara terorisme 
selalu diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum 
dan diberikan kesempatan melakukan pembelaan, tersangka atau 
terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas, diberikan kesempatan 
untuk dikunjungi keluarga, penasihat hukum, rohaniawan dan dokter, 
tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap 
tersangka atau terdakwa. Namun dalam keadaan tertentu, 
sebagaimana diakui oleh AKP. Sembiring dariDensus88 Mabes Polri, 
bahwa memang ada pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan 
tersangka, misalnya dalam masa penangkapan 7 x 24 jam tersangka 
tidak boleh menerima kunjungan dari siapapun, termasuk didampingi 
79 
 
oleh penasihat hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa 
kejahatan teroris seringkali melibatkan suatu jaringan, sehingga 
penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap siapa saja yang 
terlibat dalam kejahatan tersebut dan hal ini, menurut penyidik, tidak 
akan maksimal kalau tersangka dibebaskan bertemu dengan orang 
lain, karena dikhawatirkan tersangka akan menerima masukan-
masukan dan orang lain yang bukan tidak mungkin dapat 
mengganggu jalannya pemeriksaan. 
Sedangkan dari pihak penasihat hukum berpandangan bahwa 
selalu  ada pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam 
proses peradilan perkara terorisme terutama dalam proses 
penyidikan, sehingga dapat dikatakan ada kendala yang 
menyebabkan asas praduga tak bersalah ini dilanggar atau tidak 
diterapkan. Penangkapan yang dilakukan dengan cara-cara represif 
dan seringkali   mengakibatkan   kematian   tersangka   teroris   telah   
menjadikantersangka teroris seperti orang yang benar-benar 
bersalah sebelum dijatuhi putusan bersalah oleh pengadilan. 
Penggunaan senjata api dapat dibenarkan apabila petugas 
berada dalam keadaan yang sangat terpaksa untuk menggunakannya 
misalnya ada perlawanan dari tersangka yang dapat membahayakan 
jiwa petugas atau masyarakat di sekitarnya. Namun apabila senjata 
api dipergunakan oleh petugas meski perlawanan yang diberikan 
oleh para tersangka tidak sampaimembahayakan nyawa orang lain 
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termasuk petugas itu sendiri, jelas tidak dapat dibenarkan. Selain itu 
bisa jadi petugas melepaskan tembakan di titik- titik yang mematikan, 
seperti kepala dan jantung, misalnya pada upaya penangkapan 
Hasan Noer dan Ridwan yang mengakibatkan keduanya tewas 
tertembak di Gang Asem Jalan Setiabudi Tangerang pada tanggal 9 
Maret 2010. Menurut penjelasan pihak Polri, keduanya melawan 
dengan menggunakan pistol pada saat akan ditangkap petugas 
sehingga terpaksa ditembak. Sedangkan beberapa saksi mengatakan 
bahwa mereka memang melakukan perlawanan, tetapi tidak melihat 
keduanya membawa senjata, dan polisi menembak langsung di 
bagian kepala dan dada kedua tersangka. Hal senada dikatakan oleh 
Ahmad Kholid yang juga anggota Tim Pembela Muslim. Menurut 
Kholid, polisi membatasi gerak Tim Pembela Muslim untuk 
mengadvokasi   kasus-kasus   terorisme.   Polisi   juga   tidak      
membebaskan tersangka kasus terorisme memilih kuasa hukum. 
Orang yang diduga teroris harus menggunakan jasa penasihat hukum 
yang ditunjuk polisi dengan iming-iming kalau menggunakan 
penasihat hukum yang ditunjuk  polisi, hukumannya akan dikurangi, 
tetapi kalau memakai penasihat hukum dari Tim Pembela  Muslim,  
hukumannya  akan  lebih berat.66 
 
 
                                                          
66Peluru Panas Untuk Dulmatin, http://www.vhrmedia.com/Peluru-Panas-untuk- Dulmatin--
fokus3529.html, 18 Maret 2010, diakses tanggal 13 Mei 2017 
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                                                         BAB V 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam 
penanganan tindak pidana terorisme masih ditemukan adanya 
tindakan-tindakan yang merugikan tersangka. Tindakan tersebut 
dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis para tersangka 
terorisme. Tindakan-tindakan tersebut biasa ditemukan pada 
saat penangkapan yang sudah pasti melanggar asas praduga 
tak bersalah. 
2. Pada dasarnya prosedur penanganan tindak pidana terorisme, 
penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan,maupun 
persidangan yang menangani perkara terorisme memahami  
asaspraduga tak bersalah sebagai suatu asas yang menyatakan 
bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di 
persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum 
kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan asas ini berkaitan 
dengan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa selama 
proses peradilan berlangsung. 
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B. Saran 
1. Pemahaman  yang  benar  mengenai  asas  praduga  tak  bersalah 
mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari 
terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau 
terdakwa. Untuk itu perlu dipertimbangkan adanya pembinaan 
berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang 
menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada 
pemahaman mengenai asas-asas dalam KUHAP, khususnya asas 
praduga tak bersalah, sehingga pembinaan tidak semata- mata 
masalah teknis perkara.  
2. Perlu adanya pengawasan secara khusus terhadap kinerja para 
penegak hukum yang menangani perkara terorisme, terutama 
kinerja Densus 88 sebagai pintu gerbang penyelesaian perkara 
terorisme, sehingga para penegak hukum tersebut tetap 
melaksanakan tugasnya tanpa melanggar asas praduga tidak 
bersalah. Selain itu, pemahaman mengenai pelanggaran asas 
praduga tidak bersalah ini harus ditetapkan melalui yurisprudensi.  
3. Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum atas 
pelanggaran asas praduga tak bersalah, sehingga setiap penegak 
hukum tidak akan mengabaikan asas praduga tak bersalah selama 
proses peradilan terhadap tersangka atau terdakwa perkara tindak 
pidana terorisme. Sanksi yang diperlukan tidak saja sekedar 
sanksi  administratif, tetapi juga sanksi pidana bagi pelanggar 
asas praduga tak bersalah. 
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